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Menimbang a. bahwa dplarn rangka mendukung peningkatan kinerja
Pimpinan dan Anggota Dewan furwalcilan Raliryat Daerah
Kabupaten MaIang Mesa Jabatan Tahun 2O1+2OI9,
masing-masing dapat disediakan rumah jabatan dan
rumah dinas, namun mengingat Pemerintah Kabupaten
Malang belum dapat menyediakan rumah jabat€n
Pimpinan dan Anggota Der,lan Perwakilan Rakyat Daerah,
kepada yang bersargkutan diberikan tunjalgan
Perumahan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a
konsideran menimbang ini dan untuk melaksanakan
ketentuan da-lam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tshun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana t?lah diubah beberapa kali, teral<hir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahaa Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
seda sesuai hasil Review terhadap AnaliEis Perhitungan
Tunjangan Perumahan Dinas Pimpinan dan Anggota
Dewar Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Periode 2014-2019, maka perlu mengatur Tunjangan
Perumahan Ba4i Pimpinaa dan Anggota Dewa:: Perwalcilen
Rakyat Daerah Kabupat€n Malang Masa Jabatan Tahun
2Ol4-2O19 dengan Peraturan Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yarg Bcrsih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lemberan Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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3. UndanB-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentarg
Perbendaharaan Negara (Lembaraa Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuaagan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Ncgara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahar kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6- Undarg-Undang Nomor 17 Taiun 2014 tentErg Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwalcilan Rakyat,
Dewan Penvakilan Daerah dan Dewan Perwakilar Rakyat
Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan lembs,ran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 55681;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerirtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indones.ia Tahun 2014 Nomo! 244, Tambahan lembaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana
tetah diubah beberapa kali, temkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubshan Kedua
atas Unddrg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran N(gara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan L€mbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679);

8. Peraturan PeDerirtah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentarg
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan I€mbaran Negara RepubUk Indonesia
Nomor 4416), eebagaimana telah diubah beberapa ka1i,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerirtah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan FYotokoler dan Keuengar Pimpinen dan
Anggota Dev/an Perwakilar Rakyat Daerah (Lemba-ran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan t€mbaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 4712);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan I(euangan Daerah (lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik IndoneBia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam NeSeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubal beberape kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahen Kedua atas Peraturer Ment€ri Dslam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelol,aan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

1 1. Peraturan Daerah Ikbupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004
tentarg Kedudukan hotokoler dan Keuarrgan Pimpinan
dan Ang8ota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2004 Nomor 4/A), eebagaimaaa telah diubah
b€berapa kali, teral<hir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(kmbaran Daerah Kabupaten Malan8 Tahun 2007
Nomor 6/A);

12. Peraturan Daerah Kabupaten M€lang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengetolaan Keuangan

Daerah (tamba-ran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006
Nomor 6/A), sebsgairnaDa telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten MalanS Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keualgaa Daerah (L€mbaran

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2Ol0 Nomor 4/A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malaflg Nomor I

Tahun 2008 tentang Orgerisasi Perangkat Daerah
(Lembann Daerah Kabupatea Malang Tahun 2008
Nomor l/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Grakhir dengan Peraturan Daerah Kabuparcn Malang
Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Ma.lang Nomor 1

Tahun 2OO8 tentang Orgarisasi perangkat Daerah
(Iembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013
Nomor I Seri C);
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14. Peraturar Bupa.ti Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2008 Nomor 37lD);

uEIUTUAf,AIl:

Menetapkafl PERATURAN BUPAT1 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
MASA JAEIATAN TAHUN 2014 - 2019.

P.rsl 1

Denga! Peraturan Bupati ini mengatur Tunjangan Perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Malang Masa Jabatan Talun 2Ol4 - 2019.

Pa!.I 2

Besamya Tunjangan Perumahan bagi Pirnpinan darr Anggota
Dewan PerwakiLan Rakyat Deerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I dengan ketentuan setinggi-tinggrnya sebagai

berikut:
a. Ketua sebesar Rp. 13.O0O.OO0,0O,- {tiga belas juta rupial)

p€r butar;
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.50O.000,00,- (Bepuluh juta

Iima ratus ribu rupiah) per bulan;
c. Anggota sebesar Rp. 8.500.000,00,- (delapan juta lima

ratus ribu rupiah) per butan.

Pr$l 3

Besarnya TUnjanga! Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwekilan Rakyat Daerah s€bagaimana dimaksud
dalam Passl 2 dib€bankan pada Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mdang.

Prr.l 4

Pada saat Peratural Bupati ini Eulai berlaku,
Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dar Anggota Delvan
Perwakitan Ralryat Daerah IGbupaten Malang Masa Jabatan
20O1.F2019 (Elerita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014
Nomor 17/D) dicabut dan dinyata-kan tidak berlaku.
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Pu.I E

Peraturan Bupati ini mulai batalor pada tanggel diuDdsngken_

AEBI sctiap orang mengetahuinl.a, meEerintahkan
ecryundsnga, Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya
d,l.m Bcrita Dacrah Kabupatcn Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Oktober 2O15

BUPATI IIAI,AITG

TTI'

E. REITDRA ERESITA
Diundangkan di Malalg
pada tanggal 23 Oktober 2Ot5

SEBRETARIS DAERAH

fTD

ABDUL ALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2O15 Nomor 24 Seri D


